BAB 111

AKTA PPAT DALAM JUAL BELI TANAH HAK MILIK

Untuk menjamin kepastian hukum dari hok atas tanah,
UUPA mongharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran
tanoh di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketontuan de=-
mikian ini dapat kita ketohui dari pasal 19 ayat (1) UUPA
yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan peraturan pelake
sanaan dari pasal 19 ayat (1) tersebut. Peraturan pelaksa-
paan tersebut adaloh Feraturan Pemsrintah no.10 tahun 1961
tentang Pendaftaran tanah, khusuenya pasal 19 mongatur me-
ngenal porjanjian-perjonjion apa saja yang harus dibuatkan
aktanya oleh PPAT,saloh satu perjanjian yang dimaksud ada-
lah memindohkan halk atas tansh misalnya melaluil junl beld.

A. Siapakah PPAT itu 7

Sebelum mengetahui siapo-siapakah yang dopat diang-
kat selaku PPAT, seboiknya diketahul dulu apakah yang di-
maoksud dengan PPAT tersebut. Memurut Madjloes PPAT adalah:

pejabat umum yang khusus berwenang membuat dan menanda-
tangani akta dalam momindahkan hok atas tanah, meomberi-
kan sesuatu hak baru atas tannh, menggadaikon.  tanch,
meminjom uang dengan halk atas tanah seba tanggungan
terhgilap mggka yang menghendaki adanyazgit.a itu :gba:
gai bukti,serta menyelenggarakon administrasinya seba-
gai yang ditentukan dan dibenarkan oleh peraturan per-

undang-undangan. (Bokhtiar Rfendi; 1982 ; 78) .
Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimnksud de-
ngan PPAT adalah pejabat yang mempunyal wewenang khusus
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untuk membuat akta autentik dalam setiap perjanjian yang
bermaksud

1. momindahkan hok atas tanch;

2. memborikan sesuatu hak baru atas tanah;

3. mengzadaikan tanshj

4. meminjam uang dengan hak atas tanah sebagal tangzungan.

Salah satu dari perjanjian tersebut di atas yang
penting untuk diketengahkan adalah berkeriaan dengan per-
janjion momindohkan hok atas tanah yang momurut ketentuan
dapat berupa jual beli. Akta autentik yang memuat porjan-
jian-perjanjian tersebut di atas lazimnya disebut dengan

nakta tanah". .

Adapun yang dapat diangkat sobagai PPAT adalah ter-
cantum dalam pasal ) Peraturan Menteri Agraria no. 10 ta-
hun 1961, yakni sebagai bderikut :

1. notaris;

2. pegawai-pegawai dan bokas pegawai dalam lingikungan de-
partemen agraria yang dianggap mempunyai pengetahu-
an yang cukup tontang peraturan-peraturan pendaftaran
tangh dan peraturan-peraturan laimnya yang bersangkut-
an dengan peraturan peralihan hak atas tanah;

3. para pegawal pamong praja yang permoh melakukan tugas
sebagai pejabat;
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4. orang-orang laim yang telah lulus dalam ujian yang di-
adakan oleh Menteri Agraria.

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria
terzebut di atas borbunyi bahwa selama untuk sesuatu keca-
matan belum diangkat seorang pejabat, maka asisten wedana/
kepala keecamatan atau yang setingkat dengan itu (selanjut-
nya dalam peraturan ini disebut asisten wedana/kepala ke-
camatan) karena jobatannya monjadi pejabat sementara dari
satu keecamatan.

Dari kodua dasar hukum tersebut di atas damn dihu-
bungkan dengan praktek quwa ini, maka yang bertindak se-
laku PPAT adalah :

l. pejabat sementara yaitu; para camat, kepala kecamatan
atan kepala wilayah yang setingkat dengan kecamatan;

2. pojabat khusus yaitu; yang diangkat dengan surat keputu-
san Menteri Dalam Hegeri dengan ditentukan wilayah ker-
janya (misalnya para notaris).

Jadi, teranglah bahwa apabila untuk sesuatu kecama-

tan belum ditunjuk seorang pejabat khusus, maka asisten
wodana atau kepala keeamatan menjadi "Pejabat Pembuat Akta
Tanah", artinya tanpa memerlukan surat keputusan pengangka-
tan dari Menteri Dalam Negeri.

Bilamana pejabat sementara tersobut karena sesuatu
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sebab (misalnya sakit atau cuti) tidak dapat menjalankan tu-
gasnya, maka yang bertindak selaku PPAT ialah pegawal yang
secara sah mowakilinya sebagoi kepala kecamatan atau asisten
wedana, juga tanpa momorlukan keputusan pengangkatan dari
Meonteri Dalam Negeri.

Kalou kepala kocamatan/asisten wedana tersebut ber-
henti atau dipindahkan, moka dengan sendirinya penggantinya
menggantikan pula sebagai PPAT.

Pada dasarnya setiap kocamatan atau daerch yang disa-
mokan dengan itu diangkat seorang pejabat yang bertugas mem-
buat akta perjanjian yong dimaksud dalam pasal 19 Feraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961, totapi dalam hal-hal tertentu
atas usul kepala jabatan pendaftaran tanch, Menteri Dalam
Negeri dapat menunjuk beberapa kecamatan sebagai daerah ker-
Ja seorang pejabat, begitu juga sebaliknya Menteri Dalam He=-
geri atas usul kepala jabaton pondaftaran tansh dapat meng-
angkat lebih dari seorang pejabat untuk suatu kecamatan.

Dalam hal satu kacamatan telah ditunjuk PPAT yong khu-
sus, maka asiston wedana atau kopala kecamatan tersebut te-
tap menjodi pejabat di sampingnya pejabat khusus yang ditun-
juknya itu,

Apabila kepala kecamatan atau asisten wedana berhen-
ti atau dipindahkan, maka pemggantinya tidak lagi menjadi
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pejabat, totapi pada usumnya dalﬁm pengangkatan pejabat-pe-

jabat khusus itu, mereka masing-masing selalu diberi daerch

kerja yang meliputi lebih darl satu kecamatan.

Dengan demikian, maka para kepala kecamatan atau asisten

wedana yang bersangkutan juga menjadi PPAT, di samping pe=-

jabat khusus tadi masing-masing untuk kecamatannya sendiri-
sendiri.

Dalam hal ini, jika kepala kecamatan itu berhenti
atau dipindahkan, penggantinya denzan gendirinya mnggant:l-'
kan pula sebagal PPAT, tanpa memerlukan surat keputusan pe-
ngangkatan dari Monteri Dalam Hegeri.

B. Fungsi Aktn PPAT Dalam Jual Beld Tanah Hak Milik.

Dalam membicarakan fungsi akta PPAT ini, akan dike-
mukokan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan PPAT itu.
Di dalam buku tuntunan bagi PPAT dikatakan bahwa akta PPAT
adalah akta perjonjian yang bermoksud momindshkan hak atas
tanah atau pembobanan hak dongon jaminan untuk sesuatu hu-
tang atau untuk pemborian hnk baru seporti hak guno bangu-
nan di ataos tanah itu, dibuat di atas kertas yang ukuran
maupun kwalitasnya ditetapkan oleh pemerintah. (Departemen
Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria, Jakarta, 1984;17).

Yang dimaksud dengan "akta perjanjian yang bormaksud
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16
memindahkan hak atas tanah” adaloh perbuatan junl beli an-
tara pemilik tanah dan calon pombeli, yang sebelumnya su-
dah dicapai kata sepakat mongenal Jjual beli itu,harganya ,
tanoh yang akan dijual dan saat jual beli itu dilaksanakan.

Apabila tanah yang akan dijual itu belum dibukukan,
maka pembuatan akta itu harus disaksikan oloh kepala desa

dan seorang anggota pemorintah desa yang bersangkutan.Juga

dalam hal tanch-tanch yang belum dibukukan, maka sebagai

gantinya sertifikat tanah yang bersangkutan harus diserah-

kan kepada PPAT yaitu :

1. surat keterangan kepala KPT yang menyatakan bohwa  hak
atas tangh itu bolum mempunyai sertifikat semantara. Di
daerah-daerah kecamatan di luar keta mﬁpnt kedudukan -
kepala KPT, surat keterangan kepala KPT tersebut dapat
diganti dongan pernyataan yang momindahkan dari pemilik
yang dikuatkan oloh kepnlﬁ desa dan seorang anggota pe~
morintah desa yang borsangkutan. Selain surat keterang-
an tarsebut, kepada PPAT harus diserahkan pula;

2. surat bukti hak dan keterangan kepala desa yang dikuat-

kan oleh asisten wodana yang mombenarkan surat bukti
hak itu;

3. surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran. Biaya
pendaftaran dapat dibayar melalui kantor pos atau lang-
sung dibayar di KPT.
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Mengenai tanah yang sudah dibukukan atau didaftar,
maka PPAT dapat menolak pormintaan untuk membuat akta se-

bagai yang dimaksud dolam pasal 19 Peraturan Pemerintah

no. 10 tahun 1961, jika;

a. permintaan itu tidak disertai dengnn sertifikat tanah
yang bersangkutan;

b. tanah yang monjadi obyok perjanjian ternyata masih da-
lam perselisihan;

c. tidak disertai surat tanda pembayaran biaya pendaftaran-
nya.

Untuk mencogah terjadinya penjualan tanah lebih dari
gatu kali dan untuk mencegoh agar supaya yang mengalihkan
sosuatu hak bukan orang yang tidak berhak, maka diserahkan
sortifikat dijadikan syarat mutlak untuk pembuatan akta
oleh pejobat maupun untuk pendaftarannya dalam buku tanah
yang bersangkutan (pasal 22 ayat 1 Peraturan Pamorintah
no. 10 tahun 1961), atau untuk hak atas tanah yang belum
didaftar harus dipenuhi syarat-syarat tersebut di atas un-
tuk pembuatan aktanya oleh PPAT (pasal 25 ayat 1 Peraturan
Pemerintah no. 10 tahun 1961).

Jual beli yang dilaksanakan di hadapan PPAT itu de-
ngan maksud agar dibuatkan aktanya dan akta tersebut di-
perlukan sebagai bukti bahwa benar tanch yang bersangkutan
telah di jual oleh pomilik kepada pembeli.
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Jelaslah bahwa akta PPAT di sini berfungsi sebagai
alat pembuktian beralihnyn hak atas tanoh guna keperluan
pendaftaran haknya di kantor agraria setempat dalam mendo-
patkan sertifikat tanahnya.

Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini, di bidang
hulma agraria yang diperlakukan hanyalah UUPA beserta per-
aturan peloksanaannya, keadaan ini berbeda sebelum berlaku-
nya UUPA (tanggal 24 September 1960), bahwa mongenai tanah-
tanoh hak berat (tamah hak eigendom, hak erfpacht,hak opa=-
tal) akta yang dibuat olsh Oversehrijving Ambtenaar meru-
pakan satu-satunya alat pembuktian. Ketentuan yang domiki-
an ini tidok kita jumpai di dalam UUPA dan di dalam pasal
19 Peraturan Pemerintah no. 10 tohun 1961 memang tidok me-
nentukan demikion. Akta PPAT borfungsi sebagai alat pem=-
buktian yong mombenarkan bahwa telah dilakukan Jjual bell
tanah, jual beli tersebut masih dapat dibuktikan dengan
alat pembuktian yang lain, tetapi dalam sistem pendaftaran
tanah monurut Peraturan Pemerintoh no. 10 tahun 1961, pen-
daftaran peralihan hak atas tanah itu hanya dapat dilaku -

kan dengan akta PPAT sebagal buktinya. Orang yang melaku-
kan jual beli tanpa dibuktikan dengon akta PPAT tidak akan

dapat momperoleh sertifikat, biarpun jual belinya sah me-
murut hukum.
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Di samping itu jual beli yang dilakukan di hadapan
PPAT akan mombawa kepastian hukum bagl terselenggaranya
transaksi itu serta morupakan alat pembuktian yang kuat

apabila ada aangkalan dari pihak ketiga ataupun dari pen-
Jual sendiri.

G. Akta PPAT Dolgm Rangkn Pondaftaran Tanah.

Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak
~ataa tanah, UUPA telah meletakkan kewajiban kepada pemorine-
tah untuk melaksanakan pendaftaran tanah-tansh yang ada di
saluruh Indonesia, di samping bagi para pemegang hak untuk
mendaftarkan hak atas tansh yang ada padanya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Pasal 19 UUPA merupakan dasar hukumn
pokok dari pada program pendaftaran tanah di negara kita
yang kemudian mendapat pengaturan lebih lanjut di dalam Po-
raturan Pemorintah no. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran
tanah dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Bagaimona seseorang dapat membuktikan, bahwa ia mem-
punyai suatu hak tanaoh pada suatu bidang tanah tertentu ?,
bahwa dialah yang berhak atas tanah itu, bahwa dialah yang
mempunyai tanah itu; Pembuktian itu mungkin diperlukan, ka-
rena dialah yang berhak, hak apa yang dipunyainya dan tanah
mona yang dihakinya itu, maka jual beli tanmah antara penjual
dan pombeli itu ssharusnya dilakukan di hadapan PPAT,dengan



50
"

akta PPAT itu dapat dibuktikan bahwa haknya beralih kepada
pihak pembeli, di samping itu di dalam rangka acara pendaf-
taran pemindahan hak atas tanahnya. Untuk dapat mandaftare
kan atau mencatatkan peralihan hak atas tanah olsh kepala
KPT diperlukan suatu bukti bahwn memang benar tolah dila-
kukan jual beli. Memurut pasal 19 Peraturan Pemerintah no.
10 tahun 1961, bukti itu harus berupa akta yang dibuat
oleh PPAT hanya dapat meombuat akta itu, jika jual belinya
di hadapannya.

Setelah dibuat aktanya oleh PPAT ada kewajiban un-

tuk mondaftarkannya, sungguhpun pondaftaran itu bukan me-
rupakan syarat bagi sahnya perbuatan hukum jual beli. Pen-
daftaran itu berfungsi untuk menguatkan pembuktian monge-
nat hak yang diperoleh dari perbuatan hukum itu.Dalom rang-
ka pendaftaran itu diterbitkanlah sertifikat c!nri tanah
yang bersangkutan yang diberikan kepada penorima hak. Ser-
tifikat ini merupakan surat tanda bukii hak, yang berlaku
sebagni alat pombuktian yang kuat sebagaimana yang dimak-
sudkan dalam pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA.
Kata "kuat" dalam pengertion pasal 19 ayat (2)huruf

e UUPA torsebut adalah borarti bahwa sertifikat tanah yang
diborikan itu adoleh tidak mutlak dan membawa akibat hulum
bahwa segala apa yang tercantum di dalam sertifikat tanah-
nya adalah dianggap benar sepanjang tidak ada orang mem-
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‘buktikan keadaan sebaliknya yang menyatakan bahwa sertifi-
kat tersebut adalah tidak benar, dongan kata lain alat

pembuktian berdasarkan pasal 19 éynt (2) huruf ¢ dapat di-
gugurkan.

Hal ini berarti sistem yang dianut olesh UUPA dalam
pendaftaran tanch adaloh sistem nogatif, yaitu segala apa
yang tercantum di dalom sortifikat tanah dianggap bonar
sampai dapat dibuktikan suatu keadoan yang sebaliknya di-
mika pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga
berpondapat domikiaon, hal ini torlihat dolam kaedah hukum
yang tercormin dalam putusannya no. 459 K/Sip 1975 tor-
tanggal 18 Septomﬁar 1975, yang menyabutkan: "mengingat
stolsel negatif tnntang register/pendaftaran tannh yang
borlaku di Indonesia, maka tordaftarnya nama sesnorang di
dalam rogister bukanlah gbsolut monjadi pemilik tanah ter-
sebut apabila kotidak absahannya dapat dibuktikan oleh pi-
hak lain (seperti halnya dalam perkara ini)®.

Dori putusan Maohkamch Agung (selanjutnya nkan di-
singkat: MA) Republik Indonesia ini dapatlah kita ketahui
bahwa sertifikat tanah yang diberikan itu bukanlah merupa-
kan alat bukti satu-satunya dan mutlak, oleh karenn masih
dapat digugurkan oleh alat-alat bukti lain. Dan dari ke~
tontuan pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA tersebut  torlihat



bahwa pomerintah bermaksud untuk molindungi pemilik yong se-
benarnya dari hak atas tanah itu.

Seperti kita ketahui bahwa pendaftaran tanoch adalah
bortujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak
torhadap pemegang hak-hak atas tanah. Dengan adanya pendaf-
taran atas tanah akan diharapkan bahwa seseorang akan merasa
aman tidak ada gangguan atas tanch yang dipunyainya. Dengan
dicatatnya poralihan hak atas tanah oleh KPT, maka  pombeli
sebagai pemilik baru mempunyail alat bukti atas tanahnya yang
seknligus mongenail kopastian haknya akan terjomin.Dengan de-
mikian, pendaftaron tanoh dalam junl beli ini berfungsi un-

tuk @

1. mencatat peralihan hak atas tanah pada buku tanah dan ser-
tifikatnya;

2. momberikan sertifikat tanah kepada pombali sebagai pemi-

lik yang baru;

Dalam melokukon pendaftaran peralihan hak atas tanah
kopala KPT tidak selalu menerima pormintaan pendaftaran ta-
nah, jika salch satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :

a. okta yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah no
10 tahun 1961 disampaikan tanpa sertifikat atau surat ke~

terangan atau pernyataan yang dimaksud dalam pasal 25 ayat
(1) Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1961 dan . warkah
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lainnya;

b. sertifikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atau
tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada
pada KPT; ‘

c. jika orang yang memindahkan hak atas tanah itu, tidak
berhak berbuat demikian;

d; dalam hal jual beli tanah tidak diperoleh izin dari Men-
teri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya;

Jadi, jolaslah bahwa pendaftaran tanah yang dise-
lenggarakan ini merupakan rechts kadaster yang bertujuan
memberikan kepastian hak, yaitu:

1; untuk memungkinkan orang-orang yang mempunyal tanah de-
ngan mudah membuktikan bahwa dialah yang berhak atas se-
bidang tgnah, apa yang dipunyainya, letak tanah dan luas
tanahnya;

2. untuk memungkinkan kepada siapapun yang memerlukan,dapat
dengan mudah memperoleh keterangan yang dapat berkenaan
dengan sebidang tanah, misalnya calon pembeli atau calon
kreditur. (Bachtiar Effendi, 16).

Dengan adanya pendaftaran tanah tersebut seseorang
dapat dengan mudah memperoleh keterangan mengenai sebidang

tangh, seperti hak apa yang dipunyai, berapa luasnya,dimana
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lokasi tanahnya dan apakah dibebani hak tanggungan atau

credierverband.



